
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 
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NOMOR 87 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE NTUKAN, SUSUNAN 0 GANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
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Menim ang 

Mengin a t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa u tuk mel ksanakan ketentu Pasal 9 4 yat (3) 
Peraturan Bupati T ikmalaya Nomor 39 Tahun 2 0 21 tentang 
Ke dukan, us ganisas ' , Tugas dan Fungsi Perangkat 

perl Peraturan Bupati ten tang 
Pe bent , Susu a n Org nisas ' , Tugas dan ungsi serta 
ata Ke . a ni P laksana T knis Daerah Pusat Kesehatan 

Hewan pada Dina s Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 
erikanan; 

1. Undang-Un da g Nom r 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah K .bu paten dalam 
Lingkungan Pro in s i Djawa Bara (Berita egara Republik 
Indon sia Tahun 19 50), seba gaimana telah di bah dengan 
Un dang-Undang Nomor 4 T n 19 6 8 tentang 
Pembentukan a upaten Purwaka ta dan Kabupaten 
S ban dengan mengubah Undang-U dang Nomor 14 
Tahun 19 5 0 ten tang Pe bentu kan Daerah-Daerah 
Kabupa ten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negar Rep b ik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



Menetapkan 
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 20 19 Nom or 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 20 16 tenta ng Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nom or 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewen angan Pem erintahan Kabupa ten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Ta hun 2016 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Da erah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentan g Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daera h (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikmalaya 
Tahu n 20 16 Nomor 7) sebagaimana tela h diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Pera tu ran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nom or 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Nomor 7 Tahun 20 16 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lem ba ran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahu n 202 1 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 39 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 202 1 Nomor 39); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN 
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN 
PERIKANAN. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten 

Tasikrnalaya. 
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 

Perikanan Kabu paten Ta sikmalaya. 
4. Unit Pela ksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan ya n g selanjutnya 

disingka t UPTD Pusa t Keseha tan Hewan adalah Un it Pelaksana Teknis Daerah 
Pus a t Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan 
Perik anan Kabupaten Tasikmalaya. 

5. K p ala UPTD a dalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 
Hewan pada Dinas Pertanian, Ketaha nan Pangan, dan Perikanan Ka bupaten 
Tas ikm alaya . 

6 . Kelom pok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang d idasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan terten tu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Den gan Peraturan Bupa ti ini diben tuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Keseha tan Hewan Kela s A pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pa ngan dan 
Perikanan Ka bupa ten Tasikm alaya. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Ba gian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal3 

(1) UPTD Pusat Keseh a tan Hewan sebagaimana dim aksud dalam Pasal 2 
merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan dan 
pengelolaan pusat kesehatan h ewan. 

(2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan d ipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan dan pelayanan 
kesehatan hewan dan konsultasi veteriner. 
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Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal5 

Dalam melaksanakan tugas, UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pusat kesehatan 

hewan; 

b . Pelaksanaan penyehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 
c. Pelaksanaan u rusan a dministrasi; 
d. Pengelolaan sa rana dan prasarana; dan 
e. Pelaksanaan fungsi la in yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pa sal6 

(1) Susun an organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan terdiri a tas: 
a. Kepala UPTD; 
b. Su bbagian Tata Usaha; dan 
c . Kelom pok Jabatan Fungsional. 

(2) Baga n struktur organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan denga Peraturan Bupati in i. 

Bagia n Kedu a 
Kepegawaia n 

Paragraf 1 
Pengangkatan dan Pem berh entian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTD sebaga imana d im aksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati a tas u sul Kepala Dina s . 

(2) Pejabat pelaksana dan a tau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Pusat 
Kesehatan Hewan diangkat dan d iberhentikan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf2 

Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 
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(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b. 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 

Kepala UPTD 

Pasal9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempu nyai tugas pokok melaksanakan pem bin a a n , pengen dalian dan 
pengawasan seluruh kegiatan tuga s dan fungsi UPTD Pusat Keseha tan Hewan 

dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, informasi veteriner dan 

pemberian pelayanan jasa veterin er d i wilayah keIjanya. 

(2) Dala m menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud 
pad a aya t (1) mempunyai rincian tu ga s meliputi : 
a. Melaksana kan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan 

Hewan; 

b. Melaksanakan prom otif, p reventif, kuratif dan rehabilita tif kesehatan 

hewan; 

c. Melaksanakan pelayanan m edik reproduksi; 
d. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; 
e . Melaksanakan epidem iologik; 
f. Melaksanakan informasi veteriner dan kesiagaan darura t wabah; 
g. Melaksanakan pemberian jasa ve teriner; 

h. Melaksana kan pendeteksian penyakit hewan; 
i. Melaksanakan peng lolaan limbah instalasi Pusa t Keseha tan Hewan; 

j. Melaksanakan pengamanan produk h ewan; 
k. Melaksanakan pember' a n rekomendasi status h ewan; 
l. Melaksan akan kesekretariatan pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 

m. Melaksanaka n pen gelolaan keuangan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 

n. Melaksanakan penga turan, penggunaan dan pem eliharaan sarana dan 

prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
o. Melaksanakan penyusuna n rencana u sulan anggaran pendapatan dan 

belanja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
p. Melaksanakan penyusunan ren Cana usulan kebutuhan sarana dan 

prasarana UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
q . Melaksanakan koordinasi dan keIjasama dengan unit keIja terkait; 
r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Pusat 

Kesehatan Hewan; dan 
s . Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 10 

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan 
administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, 
pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi 
dan laporan keuangan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, SUbbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud p ada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyusun rencana kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
b . Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlen gkapan di 

lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
c . Me1aksanakan penge101aan adm inistrasi kepegawaian di lingkungan UPTD 

Pusat Keseha tan Hewan; 
d . Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Pusat Kesehatan 

Hewan; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD 

Pusat Kesehatan Hewan; 
f. Me1aksanakan pembinaan keta tau sahaa n, kearsipa n dan kepegawaian di 

lin gkun gan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
g. Me1a ksanakan pendokumenta sian tata naskah d inas dan pengelolaan 

kea rs ipan; 
h. Me1aksanakan penyiapan bahan rencana usulan anggaran p en dapatan dan 

belanja UPTD Pusat Kesehatan Hewan; 
1. Melaksanakan penyiapa n ba h a n ren cana usulan kebu tu han dan 

pem e1iharaan sarana dan prasarana UPTD Pusa t Kesehatan Hewan; 
J. Me1aksanakan penca tatan dan penyimpanan a set dan perlengkapan UPTD 

Pusat Kesehatan Hewan; 
k. Melaksanakan pela poran h asil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; 
1. Melaksanakan koordin asi denga n unit kerja terka it di lingkungan UPTD 

Pusat Kesehatan Hewa n; dan 
m. Me1aksanakan tuga s kedinasan lainnya. 

BABVI 
TATA KERJ A 

Pa sal 11 

( 1) Kepala UPTD secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan baik teknis 
operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Dalam me1aksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional 
integrasi, sinkronisasi 
horizontal. 

harus menegakkan 
dan simplifikasi baik 

prinsip-prinsip koordinasi, 
secara vertikal maupun 
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(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya 
seeara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 

(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan harus 
mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD serta menyampaikan laporan tepat pad a waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Pengaturan m en genai jenis laporan dan penyampaiannya berpedoman kepada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa l12 

(1) Pada UPTD Pusat Kesehatan Hewa n dapat ditetapkan jabatan fun gsional 
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keten tuan lebih lanjut m engenai jabatan fu ngsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal13 

Pembiaya a n UPTD Pusa t Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Daerah Kabu paten Tasikmalaya dan sumber lain yang 
sah dan tidak m engika t. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bu pati 1m, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tu gasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 118 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan 
pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan die abut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 
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Pasal16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Sin gaparna 
pada tan gga l 4 Oktober 2021 

DAERAH 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 4 Oktober 2021 

p 



LAMPlRAN 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
87 TAHUN 2021 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT 
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN 
PANGAN, DAN PERIKANAN. 

BAG STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN H EWAN 

PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERlKANAN 
KABUPATEN TASIKMALAY 

I KEPALA UPTD I 
•••• n •••• ' I 

I 
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

KELOM POK 
JABATAN FUNGSIONAL 

I 


